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KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK 
NOMOR 188/06/K/411.315/2025 

TENTANG 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN 

PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2024-2026 

 

BUPATI NGANJUK 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) 

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2017 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 

2014 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2024-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja 

Utama di Lingkungan Dinas Perumahan rakyat, Kawasan 

permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-

2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kabupaten Nganjuk. 

b. Bahwa setelah adanya harmonisasi Rencana Strategis Kepala 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Tahun 2024-2026 perlu adanya perubahan Indikator 

Kinerja Utama. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang  Pedoman           

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 

tentang tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana 

Strategis SKPD, RKPD, dan Rencana Kerja SKPD; 

12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 

2024-2026. 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN 

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS 

PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN 

PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK. 





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK 
NO. 188/ 06 /K/411.314/2025 
TGL   16 JANUARI 2025 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN NGANJUK 

 

 

Instansi : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan 

permukiman dan pertanahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan 

mengendalikan seluruh kegiatan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan. 

Fungsi : 1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

Perencanaan dan koordinasi penyediaan infrastruktur bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan 

pertanahan;  

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;  

Pelaksanaan pembinaan umum, teknis dan operasional bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman 

berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan di bidang perumahan rakyat, kawasan 

permukiman dan pertanahan;  

Pemberian rekomendasi untuk kegiatan yang berkaitan dengan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan 

pertanahan;  

Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan 

dinas;  

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;  

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati yang berkaitan dengan tugasnya.  




